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Abstract

The purpose of this study was to find out the provisions of Figh Al-Syafi'iyyah
regarding the wife's maintenance and to find out the wife's health security
rights according to the provisions of Figh Al-Syafiiyyah regarding
maintenance. This research is a library researchwith a qualitative type and is
descriptive through a normative approach with documentation data collection
techniques and content analysis techniques. The results of his research stated
that the provisions of Figh Al-Syafi'iyyah regarding the wife's maintenance are
that the husband is obliged to provide maintenance in the form of staple food
along with side dishes, clothing and shelter. The obligation of staple food along
with side dishes and clothing is adjusted to the condition of the rich, poor or
middle husband, while the obligation to live is adjusted to the condition of the
wife. The obligation to live is different from the obligation to eat and clothe,
because the obligation to live according to the circumstances of the wife is to
take advantage of it without ownership, while the obligation to eat and clothe
is ownership, where the wife can have a replacement when the husband does
not provide it. The wife's right to health insurance according to the provisions
of Figh Al-Syafi'iyyah regarding maintenance is not mandatory. This provision
is based on the giyas (analogy) of a house being rented out. This means that a
sick wife is like a rented house in a state of disrepair, and giving medicine to a
wife is the same as repairing a house for the needs of the authenticity of the
house which is the owner's obligation, so that the medicine is not the obligation
of the husband which is the original (bodily) need of the wife which is returned
to the parents. wife or himself.

Keywords: Guarantee, Wife's Health, Living

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Figh Al-Syafi’iyyah
tentang nafkah istri dan untuk mengetahui hak jaminan kesehatan istri
menurut ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah tentang nafkah. Penelitian ini adalah
penelitian pustaka (library research) dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif
melalui pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan
teknik analisa content analysis. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa
ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah tentang nafkah istri adalah suami wajib
memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian
dan tempat tinggal. Kewajiban makanan pokok beserta lauk pauk dan
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pakaian disesuaikan dengan keadaan kaya, miskin atau pertengahan suami,
sedangkan kewajiban tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan istri.
Kewajiban tempat tinggal ini berbeda dengan kewajiban makanan dan
pakaian, karena dalam kewajiban tempat tinggal yang disesuaikan dengan
keadaan istri merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan,
sedangkan kewajiban makanan dan pakaian merupakan pemilikan, di mana
istri dapat memiliki penggantinya di saat suami tidak memberikannya. Hak
jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah tentang nafkah
tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas (analogi) atas rumah
yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan
rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk
kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yamg merupakan kewajiban
pemiliknya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan
kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun
pada dirinya sendiri.

Kata Kunci: Jaminan, Kesehatan Istri, Nafkah
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A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan. Sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1), (2) dan
(3), di mana menerangkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan
dan berhak atas jaminan sosial, kemudian Pasal 34 ayat (1) dan (2)
menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.! Menurut
pasal-pasal tersebut setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk
warga miskin.

Untuk menjamin akses seluruh warga Negara Indonesia mendapatkan
pelayanan kesehatan, maka pemerintah memberikan jaminan perlindungan
sosial. Sesuai amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menerangkan bahwa jaminan
kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan.? Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara
tisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.3

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial, untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.# Pasal 1 ayat 2 serta Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nonor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Sumber daya di bidang

ITim Redaksi, Undang Undang Dasar (UUD 1945) dan Amandemennya, Ed. Terbaru, Cet.
I, (Solo: Sendang Ilmu, 2010), h. 7.

2Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 150.

SUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI
Tahun 2009 No. 144.

*Mundiharmo, dkk, Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional, Cet. I, (Jakarta: Dewan
Jaminan Sosial, 2014), h. 3.
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kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan
farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi
yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.> Diselenggarakan
upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan
perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,. Setiap orang mempunyai
hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat termasuk masyarakat
miskin dan tidak mampu.

Program jaminan sosial yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkedudukan dan
berkantor di ibu kota Negara RI. Namun BPJS dapat mempunyai kantor
perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.® BPJS dapat
mencakup seluruh penduduk terlebih dahulu ialah program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari
2014, yang dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan
sosial yang bersifat wajib. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pada praktiknya
pelaksanaan program JKN dilakukan di fasilitas kesehatan, baik fasilitas
kesehatan publik maupun swasta.

Tujuan penyelenggara jaminan sosial, tujuannya adalah untuk

mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan

SUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RIL
Tahun 2009 No. 150.

¢Asih Eka Putri, Paham BPJ|S Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Cet. I, (Jakarta:
Komunitas Pajaten Mediatama, 2014), h. 12.
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dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
Penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba,
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, kepesertaan bersifat
wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta.”

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan
saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan
perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan
abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan
kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-
masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera
rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.8

Tentang sistem berkeluarga, dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa" ayat 19,
Allah menegaskan bahwa:

s aalls A shdle
Artinya: Dan pergaulilah mereka secara patut. (Al-Nisa” [4]: 19).?

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam
pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara makruf
(patut). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek
psikis atau perasaan, fisik dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga
tegaknya bahtera rumah tangga. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan
suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan
yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan

tertahan sebagai miliknya.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS).

8Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IlI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 181.

‘Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. I, (Semarang: Toha Putra,
2001), h. 76.
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Dalam keluarga, suami merupakan pihak yang bertanggung jawab
dalam menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya kesehatan bagi istri dan
anak-anakya. Sebagaiman disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) poin b, yang
menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.10

Oleh karena demikian, pelaksanaan jaminan kesehatan bagi istri harus
terus dilakukan, karena jaminan kesehatan adalah suatu bentuk pelaksaan
tanggung jawab suami terhadap istrinya. Karena pemeliharaan kesehatan
adalah upaya untuk menciptakan suatu pengalihan resiko pribadi menjadi
resiko keluarga. Maka, kewajiban suami terhadap jaminan kesehatan isterinya

mulai berlaku sesudah ada tamkin (penyerahan diri) sempurna dari isterinya.!

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini
adalah kualitatif, penelitian yang dijabarkan dengan kata-kata tanpa
menggunakan rumus statistik.’?> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu
penelitian yang bertujuan menelaah masalah-masalah yang ada di masa
sekarang dan menggambarkannya sesuai dengan apa adanya.!’®> Dengan
metode ini penulis dapat mengambarkan fenomena-fenomena yang ada dan
menginterpretasikan pendapat yang berkembang menurut Figh Al-Syafi’iyyah.

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian
ini adalah pendekatan normatif yang merupakan salah satu cara atau metode
yang digunakan di dalam meneliti sebuah hukum dengan meneliti bahan

pustaka yang ada.’* Dalam penelitian ini akan menemukan suatu aturan

10Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia,
2008), h. 26.

1Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ..., h. 26.

PLexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. III, (Bandung: Remaja
Rosdakarya,2000), h. 2.

BMuhammad Hasyim, Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat, Cet. 11I, (Jakarta:
Rineka Cipta,1999), h. 21.

14Sperjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat),
Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.
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hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab masalah hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian normatif, data adalah informasi yang harus digunakan
untuk sesuatu yang informatif empiris alam penelitian yuridis empiris yang
harus dicari melalui dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian literer. Oleh karena itu, segala
kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan-bahan dan
buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.’® Maka untuk
mendapatkan penjelasan utuh terkait hak jaminan kesehatan istri menurut
ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah tentang nafkah, maka sumber data penelitian ini
adalah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang berisikan pengetahuan baru atau
mutakhir tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu
gagasan.'” Di antara sumber data primer adalah kitab-kitab Figh Al-
Syafi'iyyah, yaitu Kitab Hasyiyyah al-Bajuri ‘Ala Ibn Qasim karangan
Ibrahim al-Bajari, Kitab I'anah al-Thalibin karangan Muhammad Syatta,
Kitab Kanz al-Gharibin karangan Jalal al-Din al-Mahalli, serta kitab
lainnya.

2. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
memahami bahan-bahan hukum primer.®8 Sumber data sekunder
penelitian ini adalah buku-buku pendukung terhadap fakta-fakta dan

informasi yang diperoleh dari sumber data primer.

15Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), h. 141.

1Roni Hanitya Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1996), h. 12.

7Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press,
2003), h. 11.

8Saifullah, Panduan Metodologi Penelitian, Cet. I, (Malang: UIN Press, 2006), h. 56.
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C. Kajian Pustaka

Kata “hak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan benar,
milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan
yang benar atas segala sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau
martabat, wewenang menurut hukum.’ Sedangkan yang dimaksud dengan
hak di sini adalah apa yang telah diterima seseorang dari orang lain, sedangkan
yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang
terhadap orang lain.?0

Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitu pula hak istri
merupakan kewajiban suami. Hak dan kewajiban suami istri mengandung arti
hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan
suami. Istri wajib menunaikan segala apa yang wajib ia tunaikan kepada
suaminya. Begitu pula suami, ia harus menunaikan semua yang sudah menjadi
kewajibannya kepada istrinya. Bila masing-masing dari suami istri
melaksanakan kewajibannya, maka kehidupan keduanya akan baik. Namun
bila yang terjadi justru sebaliknya, pasti ada keretakan dan perselisihan
sehingga kebahagiaan tidak akan terealisasikan. Artinya apabila kewajiban
telah ditunaikan, maka hak sebagai imbalan atas kewajiban yang telah
terlaksana akan diperoleh.

Peran dan fungsi antara suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak
dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang
melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban
merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Rumusan hak dan
kewajiban ini kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri
sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.?!

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri.

PTim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. II,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 235.

WAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Prenada
Media,2006), h. 159.

2IMarhumah, Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi, Cet. 1,
(Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), h. 156.
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Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab utuk mencukupi
kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan hak istri atas
suami atau kewajiban seorang suami atas istrinya.?? Bagi istri nafkah adalah
hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi.
Pemenuhan kewajiban juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi
nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika suami tidak memenubhi
kewajibannya maka gugurlah haknya utuk memperoleh ketaatan istrinya.?
Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-
masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga
sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Seorang suami dan istri
seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di
dalam rumahnya. Untuk mewujudkannya, maka sangat diperlukan adanya
kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.
Agama Islam menganggap bahwa pemimpin atau kepala dalam rumah tangga
itu adalah seorang suami, ini tergambar jelas dalam firman Allah SWT:
(B4 sl il 2o WA G i o 2hais 20 (03 G ol Lo 028 Jusy
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka. (Al-Nisa’ [4]: 34).%

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dan penanggung
jawab atas para wanita. Artinya suami adalah pihak yang mempunyai
kekuasaan dan wewenang untuk mendidik istri. Suami berkewajiban

melaksanakan amar makruf nahi mungkar kepada istri, sebagaimana penguasa

2Hamim llyas, Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis, Cet. I, (Yogyakarta:
eLSAQ Press, 2005), h. 122.

ZMarhumah, Membina Keluarga ..., h. 157.
%Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. I, (Semarang:Toha Putra,
2001), h. 73.
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terhadap raknyatnya, dalam bentuk perintah, larangan dan semacamnya.?
Dengan ditunjuknya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga,
maka suami harus mampu membimbing keluarga tersebut dan menjaganya
dari keberantakan yang akan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Allah
SWT telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang
perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para suami
adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah
SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena
mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian
dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan
anak-anaknya. Dengan demikian, suamilah yang akan bertanggung jawab
terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya, dengan
dua pertimbangan pokok, yaitu Allah SWT telah melebihkan suami atas istri
dan suami telah menafkahkan sebahagian harta dari kedua faktor ini
keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-
anak lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri.?
Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah
tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu:
(228 32l 1S5 3 s 155 Bl Jasly Syl 2 o e 5
Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.(Al-Bagarah [2]:
228)%7

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga

mempunyai kawajiban. Mendahulukan penyebutan hak istri atas kewajibannya

2Sri Mulyati, Relasi Suami dalam Islam, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004),
h. 42.

2% Ahmad Kusyairi, Menghadirkan Surga di Rumah., h. 199.

2Departemen Agama Rl, Al-Qur an dan Terjemahnya ..., h. 37.

53


http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1586934634&1&&

SYARIAH: Journal of Islamic Law
E - ISSN: 2722 - 0834
VOL. 5 NO. 22023

dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa
pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku
masyarakat Jahiliyah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak
sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut.

Adapun bentuk hak dan kewajiban suami istri sebagaimana telah
diketahui bahwa kewajiban suami istri merupakan hak bagi lainnya. Pada
dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah
konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara.?® Dalam hal ini adanya
kewajiban yang harus dilakukan bersama sebagai hak bersama suami istri. Di
antara hak bersama suami istri tersebut adalah:

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan
seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri
yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat
kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan
hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh
dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat
dilakukan secara sepihak saja.

2) Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah
suaminya, kakaknya, anaknya, anak dan cucu- cucunya.

3) Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya
haram dinikahi oleh suaminya.

4) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.
Apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sesempurnanya
ikatan perkawinan, maka yang lain dapat mewarisi hartanya.

5) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

6) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga

dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.?

2Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga
Kajian Agama dan Jender, 1999),h. 56.
2Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Cet. 1I, (Jakarta: Kencana Prenada Media
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Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian,
yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.
1) Kewajiban yang bersifat materi
Kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah
memberikan mahar dengan penuh kerelaan. Ketika istri menghendaki mahar
tertentu suami harus memenuhinya tanpa menguranginya sedikit pun. Allah
SWT mewajibkan pemberian mahar kepada istri, sebagiamana disebutkan
dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa” ayat 4 yang berbunyi:
(4 oldl) G Gss 5085 i & 3 25 280 G B H02 52600 21l T
Artinya: Berikanlah mas kawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian
dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah)
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Al-
Nisa’ [4]: 4).30

Dalam ayat di atas, jelas menyebutkan bahwa Allah SWT
memerintahkan terhadap suami untuk memberikan mahar kepada para istri
sebagai pemberian wajib. Kemudian suami tidak dibenarkan mengambil
sedikitpun mahar tersebut, kecuali dengan kerelaan istri itu sendiri.

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat
materi adalah didasarkan pada Al-Qur’an Surat Al-Nisa” ayat 19, Allah SWT

menegaskan bahwa:
(19 oldl). Saslly Eaysies
Artinya: Dan pergaulilah mereka secara patut (ma'rif). (Al-Nisa’ [4]: 19).31

Adapun kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi

Group, 2006), 155- 156.
30Departemen Agama Rl, Al-Qur an dan Terjemahnya ..., h. 77.
$1Departemen Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya ..., h. 76.
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adalah sebagai berikut:
a) Menggauli istrinya secara baik dan patut
b) Mengajari istri
c) Tidak menyakiti istri

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari
istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah
kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang nonmateri itu adalah:

1) Menggauli suaminya secara layak. Hal ini dapat dipahami dari ayat

yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di
atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik
antara suami istri.

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak

menyuruhnya untuk smelakukan perbuatan maksiat.

4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang

tidak berada di rumah.

5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak

disenangi oleh suaminya.

6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak

dipandang dan suara yang tidak enak didengar.32

Sumi istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan
memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga harus
memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka.
Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Suami istri harus mempunyai

tempat yang ditentukan bersama, tempat kediaman disediakan untuk

82 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam ..., h. 162.
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melindungi istri dan anakanaknyab dari gangguan pihak lain, sehingga mereka

merasa aman dan tenteram.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Ketentuan Figh Al-Syafi’iyyah Tentang Nafkah Istri

Dalam Figh Al-Syafi'iyyah, natkah sering diartikan dengan memberikan
belanja kepada orang yang berhak memilikinya, sebagaimana disebutkan oleh

Ibrahim Al Bajuri

33 diouriy b 8IS ele 15 ) 3 Y emis Vs L5 Y1 5y BLEN e 3355 Le 22l

Artinya: Nafkah diambilkan dari kata infig yang bermakna mengeluarkan dan
tidak dipakai melainkan pada kebaikan, artinya memberikan sesuatu
yang dinamakan nafkah kepada yang berhak memilikinya.
Menurut Abdullah al-Syarqawi, yang berhak memiliki nafkah adalah
istri dan pelayannya, orang tua atau anak, budak, dan hewan peliharaan. Hal
ini sebagaimana disebutkannya dalam kitab Al-Syarqawi “Ala al-Tahrir, yaitu:
S L Oy 309 09 o) o Lntly a5 e Leslig Bimg)) e plabs Loty 5V 33Uas 34 i)

Artinya: Nafkah pada bahasa bermakna mengeluarkan apa saja. Sedangkan
pada istilah syara’” adalah makanan yang memadai yang telah
ditentukan untuk isteri dan pelayannya terhadap suami dan untuk
selain keduanya dari pada orang tua, keturunannya, hamba atau
hewan.

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa di antara yang berhak memiliki
nafkah adalah istri. Nafkah terhadap istri dibebankan kepada suami yang
disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri.

Adapun bentuk nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istrinya
adalah kebutuhan pokok sebagai berikut:

Blbrahim al-Bajari, Hasyiyyah al-Bajiiri ‘Ala Ibn Qasim, Juz. I, (Semarang: Hikmah
Keluarga, t.t), h. 185

34Abdullah al-Syarqawi, Al-Syargawi ‘Ala al-Tahrir, Juz. 11, (Mesir: Al-Babi al-Halabi, t.t),
h. 245.
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a. Makanan

Dalam Figh Al-Syafi'iyyah, kewajiban suami memberi nafkah dalam
bentuk makanan kepada istri lebih banyak disebutkan dari pada kebutuhan
lainnya, karena makanan merupakan kebutuhan mendasar yang harus
dipenuhi. Di antara ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah tentang nafkah istri dalam
bentuk makanan adalah sebagaimana disebutkan oleh Ahmad ibn al-Husain

ibn Ahmad dalam kitab Al-Ghayah Wa al-Tagrib, yaitu:
Ol B3 e Sy 2231 g B8 LI n Ol Lrgn ) OIST OB 8ie g2 Bl L (o 8L 2yl 225
ks Leltn pt 38 3870y Lol 350eSly 331 pag iy b Unssie OIS0l 65y Ogmall a2l Lug b Lnms OIS
35 sl

Artinya: Nafkah isteri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan
terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila
suami kaya, dia wajib memberikan dua mudd dari pada makanan
yang biasa dimakan oleh isterinya dan dari pada lauk pauk dan
pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia wajib
memberikan satu mudd dari pada makanan dan dari pada lauk pauk
dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib
memberikan satu mudd setengah dari pada makanan dan lauk pauk
serta pakaian orang pertegahan. Seandainya isteri adalah perempuan
yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib memberikan
pembantunya.

Adapun kewajiban nafkah istri terhadapa suami menurut Zakariyya al-

Anshari, sebagaimana tersebut dalam Fah al-Wahhab Bi Syarh al-Manhaj al-

Thullab adalah sebagai berikut:

L oy (&) a4 o) e (5) i g (Al e a2 Lo clle Y e s29) comd & ol (48 e Jo i IS 2k %)

Lo s e 4idSs o o 29) 4 (dawgze) o (5 plab ) ndy o A ol Bl o sd oy (srg)) ppwge oy L

%Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad, Al-Ghayah Wa al-Taqrib, (Semarang: Hikmah
Keluarga, t.t), h. 46.
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Leope bl Leians BY ) 23487300 RUST s L Uy ((0) Lomn Uy (o Y 0 58) 4 (es) o (5 5y
gt gl il gl 2 of pntal e gl (J21 058 IS p0) oy wimsy aimb ) bonll sl ks U5 g Uy clgnedy
s pallt Gpally 5,501 e Y

Artinya: Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta
yang dapat mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang
punya usaha, juga terhadap hamba walau mukatab, mub’as walau
mereka kaya pada setiap paginya wajib memberikan satu mudd
makanan kepada isteri mereka walau dia merupakan Kkafir zimmy,
hamba, sedang sakit atau kaya. Terhadap suami pertengahan, yaitu
suami yang menjadi miskin jika diwajibkan dua mudd wajib
memberikan satu setengah mudd makanan. Terhadap suami yang kaya,
yaitu suami yang dengan memberikan nafkah kepada isteri tidak akan
menyebabkannya miskin, diwajibkan mamberikan dua mudd.
Hanyasanya tidak di i'tibarkan kebutuhan isteri sebagaimana nafkah
kerabat, karena isteri berhak menerima nafkahnya pada setiap hari
walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap
paginya, karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan.
Makanan tersebut merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk
tempat isteri dari pada gandum, langla, kurma atau susu, karena
tersebut merupakan termasuk pergaulan yang baik yang
diperintahkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suami diwajibkan
memberikan nafkah dalam bentuk makanan, yaitu makanan pokok beserta
lauk pauk sesuai dengan keadaan suami, baik kaya, miskin atau pertengahan.

b. Pakaian
Dalam Figh Al-Syafi'iyyah, kewajiban suami memberi nafkah dalam

bentuk pakaian kepada istri disebutkan sesudah kebutuhan makanan, karena

%6Zakariyya al-Anshari, Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhaj al-Thullab, Juz. IV, (Bairut:
Dar al-Fikr, 2007), h. 107.
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pakain juga merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Di antara

ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah tentang nafkah istri dalam bentuk pakaian adalah

sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi dalam kitab Fath
al-Qarib, yaitu:

(55l 4 e 558y 2391 o) mmgili(t)

Artinya: Suami wajib memberikan kepada istri lauk pauk dan pakaian yang

berlaku adat.
Dalam penjelasannya, Ibrahim al-Bajari dalam kitab Hasyiyyah al-Bajiri
“Ala Ibn Qasim menjelaskan bahwa maksud dari nafkah pakaian adalah sebagai

berikut:

Gl g, LSS 131 35S ol ade llay Lo SV Ly RS 3581 ltie (3 jally Loy SIS oS (o) (35Sl 458)
opncly o) Sl Bsloyg Baga (9, pgl Ol (B (n alial 3 4 o Lo L (B9, iy Lazey Lajualy Ubshay Ly 2LiS7
splly A3 M Ol Caligy ey CalitY aY 5snSU) sde (3 3 Y,asla Nl consd) (3 onby sl u cogling daw gy

38 59 iy sl b e Joab JSU g
Dari penjelasan Ibrahim al-Bajuri di atas, dapat diketahui bahwa
diwajibkan kepada suami untuk member pakaian kepada istri. Standard
pakaian yang diberikan adalah adalah menurut kebutuhan badan istri, baik
panjang, pendek, gemuk dan kurusnya. Begitu pula dengan jenis pakaian
adalah disesuaikan dengan adat istri, baik berupa katun, kapas, atau sutra.
Berbeda dengan standard bagus dan jeleknya pakaian, yaitu diukur berbeda
menurut kaya, miskin atau pertengahan suami, Adapun jumlah pakaian yang
diberikan tidak ada perbedaan antara antara suami kaya dengan lainnnya.
Namun pakaian tersebut akan berbeda menurut tempat tinggal, baik panas
atau dinginnya.

Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini dalam kitab Al-Igna” Fi Hill Alfadhi

’Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib, Juz. 1I, (Semarang: Toha Putra, t.t), h.
190.

3]brahim al-Bajari, Hasyiyyah al-Bajiri ..., h. 190.
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Abi Syuja’, juga menjelasakan bahwa:
s sl e el 6l L I e 010 g O35 Jlas]y by ot ) s ey L 0 oS 13) Byl 2205y
o sy 352 dpan cll) By Gl (3 by g QLS wiie 89Sl pag by poelll o el B3l 4 o L 23
Lo o 255y Loy Oyl 4y paly Loy Ll Com o chad Lns OIS0l Loppmnsh) 83le 4 oz L il il conally ol
Lgy il 3OS Loy 35Sl oy et Loy plsY1 oy Gzl dod Lagze OIS Oyslaid) 3 Oseally Cipl (3 il
39 sl aqbly pally el 06 Loyl (3 0,5 oy sl 3
Artinya: Nafkah isteri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan
terhadap suami menurut keadaan kaya dan miskin suami. Maka
apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua mudd dari pada
makanan yang biasa dimakan oleh keluarganya dari biji-bijian dan
dari lauk pauk yang belaku adat orang kaya, seperti daging dan
halwa juga wajib memberikan pakaian yang mahal dari katun dan
sutra pada musim panas, pada musim dingin wajib memberikan
pakaian yang tebal dan selimut. Suami juga wajib memberikan
wangi-wangian dan minyak serta perlengkapan mandi yang berlaku
adat orang kaya. Seandainya suami orang miskin, dia wajib
memberikan satu mudd dari pada makanan biji-bijian dan lauk pauk
yang biasa dimakan oleh orang negerinya. Juga wajib memberikan
pakaian yang dari kapas kasar pada musim panas, pada musim
dingin wajib memberikan pakaian dari wol. Seandainya suami orang
pertengahan, dia wajib memberikan satu mudd setengah dari pada
makanan dan lauk pauk serta pakaian yang pertengahan dari katun
pada musim panas dan wajib memberikan pakaian yang
pertengahan kapas pada musim dingin. Suami juga wajib
memberikan wangi-wangian dan minyak serta perlengkapan mandi

yang berlaku adat orang pertengahan.

¥Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, Al-Igna Fi Hill Alfadhi Abi Syuja’, Juz. 11, (Bairut:
Dar al-Fikr, t.t), h. 173.
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suami
diwajibkan memberikan nafkah dalam bentuk pakaian, yaitu pakaian yang
menjadi kebutuhan istri pada setiap musimnya, baiak musim panas atau
dingin. Kewajiban memberikan pakaian ini juga disesuaikan dengan keadaan
suami, baik kaya, miskin atau pertengahan.

c. Tempat tinggal

Dalam Figh Al-Syafi'iyyah, kewajiban suami memberi nafkah dalam
bentuk tempat tinggal kepada istri disebutkan sesudah kebutuhan pakaian,
karena tempat tinggal juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setelah
makanan dan pakaian. Di antara ketentuan Figh Al-Syafiiyyah tentang nafkah
istri dalam bentuk tempat tinggal adalah sebagaimana disebutkan oleh Zain al-
Din al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu'in, yaitu:

O3k ¥ ¢ IS0l Bale (6 k) ) Bigal) e B lonl) 5 Ofy Uley Lo o Wi o o) a8 0B (05 o) U ()
OV sl anl § 5L Ll gt Jjin (3 of ane Al e Leolina of LE3L Wjie (3 Leme S sy 55Ky (lae oly) (oK)
0¥y W) e i posall S5 e sl 03V

Dari penjelasan Zain al-Din al-Malibari di atas, dapat diketahui bahwa
suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri.
Kelayakan tersebut diukur dengan istri merasa aman terhadap diri dan
hartanya di saat tinggal dan keluar dari tempat tersebut. Tempat tinggal yang
diberikan tidak mesti milik suami, namun boleh saja merupakan pinjaman atau
sewaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suami juga
diwajibkan memberikan tempat tinggal kepada istri, Kewajiban memberikan
tempat tinggal ini tidak disesuaikan dengan keadaan suami, namun
disesuaikan dengan keadaan istri, karena istri tidak dapat memiliki

penggantinya, karena merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan.

40Zain al-Din al-Malibari, Fath al-Mu’in, Juz. IV, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), h.
73-74.
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2. Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan Figh Al-Syafi’iyyah
Tentang Nafkah

Pada dasarnya, hak jaminan kesehatan istri secara langsung tidak
kelihatan, karena itu merupakan kebutuhan pribadi istri, tetapi jika dilihat
secara tidak langsung maka akan tampak dimana hak jaminan kesehatan
sangat berpengaruh terhadap keberadaan seorang istri dalam suatu keluarga.
Walaupun demikian, Figh Al-Syafi'iyyah telah memberi ketentuan mengenai hal
ini, karena meyoritas ulama Figh Al-Syafiiyyah berpendapat bahwa natkah
untuk jaminan kesehatan ini tidak wajib.

Untuk lebih jelas mengenai hak jaminan kesehatan istri dalam suatu
keluarga, akan dipaparkan hasil penelitian penulis dari beberapa referensi kitab
Figh Al-Syafi'iyyah yang menjelaskan hal tersebut,m yaitu:

1. Menurut Ibrahim al-Bajari:
Tof e s s S ety sy sy Bl e 5V s i Lty o sy Aoy s g b 52T Y

Mo sl ol aguaste S92

Artinya: Suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter, orang
yang membekam, orang yang mengkhitan, dan obat-obatan. Di
antaranya adalah obat yang diramu sesudah melahirkan, maka
demikian tidak wajib atas suami, sebaliknya dengan kesukaannya pada
hari-hari kehamilan, maka itu wajib diberikan.

Dari pendapat Ibrahim al-Bajuri di atas, dapat diketahui bahwa terhadap
suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter dan obat-obatan
istri. Maka hak jaminan kesehatan istri menurutnya tidak dibebankan atas
suami.

2. Menurut Zain al-Din al-Malibari:

slyll w2y Lgiless ally 25y Leady (2,01 ol plab Wy b 5,25 e )b (s1329) S5y 5 ) el V] () e ()

4]brahim al-Bajari, Hasyiyyah al-Bajiri ‘Ala Ibn Qasim ..., h. 192.
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2.,

Dari pendapat Zain al-Din al-Malibari di atas, juga dapat diketahui
bahwa terhadap suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan
istri dan biaya dokter, walaupun kewajiban makanan dan pakaian tetap
berlaku. Namun demikian istri dibolehkan mempergunakan makanan dan
pakaian tersebut untuk (membeli) obat-obatannya. Maka menurutnya hak
jaminan kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

3. Menurut Muhammad Syatta:
G JoH sl o Ll Jop U 835 s 841 ) it Lo sy oo b sl wle st YV sl ik s Calee (slpoy 14059)
doly by (of e Bl ade it Yy s lal Gl e Oslans b iy U8y g esllade (it 3 g L
et ks BB o) 2T Ly 3 lecdl Il glee st Y LoSTade ot Y smg oW1 laid WY clgllS ade (£ | Ul (ilsy
A3, o) 030 Ly

Dari pendapat Muhammad Syatta di atas, jelas dapat diketahui bahwa
suami tidak berwajibkan memberi natkah untuk obat-obatan dan biaya dokter
kepada istri. Menurutnya, hal tersebut tidak diwajibkan atas suami, karena
untuk memelihara asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami.
Masalah ini digiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah
yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan
kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya.

4. Menurut Jalal al-Din al-Mahalli:
S b By 2e sl 5) 4 cpd ol @ Bl B OB S L pd sl ik (4 g5 Ly Ol g ST CaY)
4 o1 jaadk Y Cond YW (Lolis
Dari pendapat Jalal al-Din al-Mahalli di atas, juga sama dengan

pendapat sebelumnya, yaitu suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk

obat-obatan istri dan biaya dokter, karena itu untuk memelihara asal yang

427ain al-Din al-Malibari, Fath al-Mu'in ..., h. 72.

$Muhammad Syatta, I'anah al-Thalibin, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 72.

#Jalal al-Din al-Mahalli, Kanz al-Rhaghibin ‘Ala Syarh Minhaj al-Thalibin, Juz. 1V,
(Semarang: Toha Putra, t.t), h. 73.
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merupakan kewajiban istrinya sendiri. Maka menurutnya hak jaminan
kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

5. Menurut Zakariyya al-Anshari:
(e 52 825 (20 5199) ¥ (5) Lsms ooy W olos il 0L 0B it 36 (Dl K)oty (oo W Y)
5 o0 ek o3 0¥ Aty oS

Dari pendapat Zakariyya al-Anshari di atas, juga sama dengan pendapat
sebelumnya, yaitu suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan
istri dan biaya dokter, karena itu untuk memelihara badan (asal) yang
merupakan kewajiban istrinya sendiri. Maka menurutnya hak jaminan
kesehatan istri juga tidak dibebankan atas suami.

Dari semua hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa suami
tidak berwajibkan memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter istri,
walaupun istri tersakiti di saat suami tidak memberikannya, karena jika istri
menginginkannya, istri dapat melakukannya dengan biaya sendiri, karena itu
bukan termasuk nafkah yang wajib diberikan suami. Masalah obat-obatan dan
biaya dokter istri dianggap pemeliharaan asal (badan) istri, yang merupakan
bukan kewajiban suami.

Para ulama Figh Al-Syafi'iyyah, dalam memberi pendapat tentang obat-
obatan dan biaya dokter istri menggiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan
memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu
pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung
biayanya.

E. Kesimpulan
1. Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan Figh Al-Syafi'iyyah
dapat di simpulkan bahwa suami tidak berwajibkan memberi natkah
untuk obat-obatan dan biaya dokter istri, walaupun istri tersakiti di saat

suami tidak memberikannya, karena jika istri menginginkannya, istri

#Zakariyya al-Anshari, Fath al-Wahhab ..., h. 111.
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dapat melakukannya dengan biaya sendiri, karena itu bukan termasuk
nafkah yang wajib diberikan suami. Masalah obat-obatan dan biaya
dokter istri dianggap pemeliharaan asal (badan) istri, yang merupakan
bukan kewajiban suami.

. Meskipun menurut Figh Al-Syafi'iyyah, suami tidak wajib memberikan
hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan istri,
hendaknya kalau suami mampu membiayai pengobatan istrinya, maka
hendaknya suami memberikannya. Namun kalau suami kurang mampu
bahkan berhutang untuk biaya pengobatan istri, sedangkan istri
memiliki harta, maka boleh diambilkan dari harta peninggalannya kalau
dia meninggal. Karena dalam keluarga suami bertanggung jawab
terhadap keluarga, berarti suami harus mampu dan mau untuk
menjalani hidup saat bahagia dan juga mau saat bersedih dan berduka.
Segala resiko dalam keluarga harus ditanggungnya. Sikap tanggung
jawab ini akan semakna dengan landasan filosofi pemikiran nafkah

suami kepada istri.
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